
 

                 

WALI KOTA SURAKARTA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA 

NOMOR  900.1 / 239  TAHUN 2026 

TENTANG 

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DENDA PIUTANG 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM 

RANGKA PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN KE-81 REPUBLIK INDONESIA 

 

WALI KOTA SURAKARTA, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka Peringatan Hari Kemerdekaan Ke-

81 Republik Indonesia, Pemerintah Kota Surakarta 

memiliki program penghapusan sanksi administratif 

denda atas piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan bagi Wajib Pajak;  

b. bahwa berdasarkan Pasal 80 Peraturan Daerah Kota 

Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Wali Kota dapat memberikan 

insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan 

pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok 

Retribusi, dan/atau sanksinya berdasarkan 

pertimbangan untuk mendukung kebijakan Daerah 

dalam mencapai program prioritas Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Sanksi 

Administratif Denda Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka Peringatan Hari 

Kemerdekaan Ke-81 Republik Indonesia; 

 

Mengingat : 1. 

 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan… 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 7153);  

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6881); 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 14, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 

146); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  

KESATU : Menghapus Sanksi Administratif Denda Piutang Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka 

Peringatan Hari Kemerdekaan Ke-81 Republik Indonesia untuk 

masa pajak sampai dengan Tahun 2025. 

KEDUA : Penghapusan sanksi administratif denda piutang Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan terhadap 

pembayaran Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan terhitung mulai 01 Agustus 2026 sampai dengan 31 

Agustus 2026. 

KETIGA… 
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KETIGA : Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU diberikan tanpa melakukan 

permohonan atau pengajuan dan berlaku secara otomatis 

apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran. 

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Surakarta 

pada tanggal 27 Juli 2026 

 

 WALI KOTA SURAKARTA, 

ttd 

 

 RESPATI ACHMAD ARDIANTO 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA, 
 

 
 

YENI APRILIAWATI 
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